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ABSTRACT

To eliminate obligation of secrecy is one of breakthrough done by Dirjen Pajak to get data is
including taxpayer data. Actually confidentiality obligation can be eliminated, but investigation
should be done if there is initial evidence that the tax payer does criminal act. This is done so that
bank can still be trusted by public to keep their money in or to do other transaction.
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PENDAHULUAN

Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
merupakan perubahan ketiga UU No 6 Tahun
1983. Ketentuan baru ini merupakan ketentuan
yang bersifat fundamental dalam mengelola dan
mengatur hubungan antara aparat pajak dan
wajib pajak. Ketentuan ini merupakan hukum
payung atau hukum makro dari ketentuan lain di
bidang perpajakan.

Peraturan ini disahkan di Jakarta tanggal 17
Juli 2007 oleh Presiden Rl Susilo Bambang
Yudhoyono dan mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2008. Berdasarkan pada penjelasan
umumnya maka tujuan  diberlakukannya
ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan
keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak , meningkatkan kepastian dan penegakan
hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang
tekonologi informasi dan perubahan ketentuan
material di bidang perpajakan. Selain itu juga
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
perpajakan, meningkatkan keterbukaan
administrasi  perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang baru ini mengacu pada
kebijakan pokok sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi  pemungutan
pajak dalam rangka  mendukung
penerimaan Negara,

b. Meningkatkan  pelayanan, kepastian
hukum dan keadilan bagi masyarakat

c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan
sosial ekonomi dan tekonologi informasi
masyarakat

d. Meningkatkan keseimbangan antara hak
dan kewajiban

e. Menyederhanakan prosedur administrasi

f. Meningkatkan penerapan prinsip self
assessment dan

g. Mendukung iklim usaha yang kondusif
dan kompetitif.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka
pada dasarnya perubahan tersebut memang
sangat relevan dengan situasi dan kondisi
sekarang ini. Perubahan—perubahan
ketentuan ini tentu sangat dibutuhkan dan
dinantikan oleh masyarakat. Akan tetapi dari
kajian terhadap ketentuan ini, ternyata masih
ada beberapa kendala yang akan membawa
serangkaian kesulitan dan ketidakadilan,
apabila tidak segera dilakukan langkah
antisipatif. Tulisan ini lebih ditujukan untuk
menganalisis kendala-kendala yang ada pada
UU KUP yang baru, ditinjau dari sisi Hukum
Bisnis.

Perubahan — perubahan :

Undang-undang nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas undang-
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
mempunyai banyak perubahan- perubahan,
baik yang mendasar maupun yang hanya
bersifat “tambal sulam”. Bererapa perubahan
yang mendasar itu adalah :
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Semakin lengkapnya
pengertian.

Dalam Pasal 1 terdapat 41 (empat
puluh satu) pengertian yang di dalam ketentuan
yang lama tidak diberikan rincian. Dari
banyaknya pengertian yang bersifat baku ini,
maka penafsiran-penafsiran lain terhadap
ketentuan ini dapat diminimalisir. Salah satu
yang mendasar adalah pengertian pajak. Dalam
ketentuan lama pengertian pajak tidak
dicantumkan, sehingga pengertian ini harus
dicari di dalam teori-teori hukum pajak. Dalam
ketentuan yang baru hal ini dicantumkan
secara jelas. Pengertian pajak adalah :
“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

pengertian—

Karena alpa tidak menyampaikan SPT tidak
dipidana tapi denda (Pasal 13A)

Ketentuan ini berlaku apabila Wajib
Pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar
sehingga merugikan pendapatan Negara dan
kealpaan tersebut baru pertama kali dilakukan.
Wajib Pajak tidak dipidana tetapi sebagai
gantinya harus membayar denda sebesar 200%
dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Daluwarsa menjadi 5 Tahun (Pasal 22)
Untuk lebih  menjamin  kepastian
hukum maka daluwarsa dirubah dari 10
(sepuluh) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Hal ini
menunjukan bahwa aparat pajak harus lebih
professional, sehingga apabila lebih dari lima
tahun maka utang pajak tidak dapat ditagih
lagi. Daluwarsa ini dihitung sejak STP dan
SKP diterbitkan. Dalam hal WP mengajukan
pembetulan, keberatan, banding atau PK maka
daluwarsa lima tahun dihitung sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan tersebut.
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Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan
putusan pengadilan khusus di lingkungan
PTUN (Pasal 27 ayat(2))

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
banding maka pengajuan itu hanya dapat
diajukan ke Badan Peradilan Pajak, yang
merupakan pengadilan khusus di lingkungan
PTUN. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang
lama. Dalam ketentuan lama, BPSP (Badan
Peradilan Sengketa Pajak) merupakan badan
peradilan yang bersifat khusus, istimewa dan
mandiri, juga bersifat final sehingga terpisah
dari Peradilan Umum dan PTUN.

Saat Banding jangka waktu pelunasan
utang pajak tertangguh s/d 1 bulan sejak
penerbitan Putusan Banding (Pasal 27 (5a))

Dalam ketentuan lama pengajuan
keberatan, Banding dan Peninjaun Kembali
tidak menunda kewajiban pembayaran. Hal ini
dirasa kurang adil dan melanggar etika hukum
yang menjunjung tinggi asas praduga tak
bersalah. Dalam ketentuan yang baru, maka
jangka waktu pelunasan tertangguh sampai
dengan satu bulan sejak diterbitkannya Putusan
Banding.

Dirjen  Pajak dapat mengurangkan/
menghapus sanksi administrasi bila sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib
pajak atau surat ketetapan pajak yang tidak
benar (Pasal 36 (1))

Dalam  kegiatan  bisnis,  dapat
ditemukan sanksi yang diterapkan tidak tepat,
karena ketidaktelitian petugas pajak, sehingga
membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah,
atau karena memang wajib pajak tidak
memahami peraturan perpajakan, yang sering
berubah. Masyarakat butuh penyesuaian,
sehingga bila langsung dikenai denda atau
sanksi administrasi menjadi kurang tepat /
tidak adil. Di dalam ketentuan baru ini Dirjen
Pajak dapat mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi tersebut.

Dalam ketentuan ini juga ditambahkan
bahwa apabila hasil pemeriksaan pajak tidak
disampaikan surat pemberitahuannya kepada
Wajib Pajak atau tidak dilakukan pembahasan
akhir, maka hasil pemeriksaan tersebut dapat
dibatalkan oleh Dirjen Pajak.
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Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43A)

Dalam hal terdapat indikasi tindak
pidana perpajakan yang menyangkut petugas
Dirjen Pajak maka Menteri Keuangan dapat
menugaskan Unit Pemeriksa Intern DepKeu
untuk  memeriksa. Apabila dari  bukti
permulaan terdapat unsur tindak pidana
korupsi, maka akan diproses menurut
ketentuan hukum tindak pidana korupsi.

Kendala - kendala :

Selain beberapa  penyempurnaan
sebagaimana disebut diatas, maka menurut
penulis masih terdapat beberapa kendala, yang
apabila tidak segera diantisipasi akan
menimbulkan masalah baru dalam
penerapannya, terutama dikalangan masyarakat
pada umumnya dan masyarakat bisnis pada
khususnya.

Kendala-kendala tersebut dapat diuraikan
dalam beberapa hal, sebagai berikut :

Pembayaran melalui ATM boleh atau tidak?
Pasal 10 ayat (1) dan (1a) disebutkan
bahwa wajib pajak wajib menyetor pajak
terutang dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak ke kas Negara. SSP ini menjadi bukti
pembayaran pajak bila telah disahkan atau
divalidasi oleh pejabat yang berwenang.
Permasalahannya  adalah  apabila
pembayarannya melalui ATM (Anjungan
Tunai Mandiri). Pajak Bumi dan Bangunan
terutang dapat disetor melalui ATM. Apakah
setelahnya harus dibawa ke kantor pajak
setempat untuk meminta validasi? Seseorang
melakukan pembayaran melalui ATM tentu
dengan maksud untuk lebih efisien, sehingga
walaupun wajib pajak berada diluar daerah
masih dapat melakukan kewajibannya dengan
cara menyetor melalui ATM terdekat. Apabila
harus divalidasi tentu tidak lagi efisien.
Ataukah PBB ini tidak diatur dalam undang-
undang tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan? Bila ya, artinya PBB punya
ketentuan umum dan tata caranya sendiri, jelas
hal ini merupakan kesalahan yang mendasar.
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Suatu ketentuan umum haruslah mampu
memberikan payung bagi ketentuan lain yang
lebih spesifik, termasuk PBB. Apabila tidak,
maka ketentuan tersebut kurang sempurna dan
harus ada penyempurnaan.

Masyarakat takut atau enggan
mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pajak, keberatan atau banding.

Pasal 9 17C ayat (5). Disebutkan
bahwa apabila berdasarkan hasil
pemeriksaan (setelah ada permohonan
pengembalian kelebihan pajak dari wajib
pajak dan atas permohonan ini sudah
dikabulkan dan dikeluarkan SK) Dirjen Pajak
menerbitkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar) maka jumlah kekurangan
pajak ditambah dengan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah
kekurangan tersebut.

Ketentuan ini seolah memberikan hak
bagi masyarakat untuk menghitung sendiri
beban pajaknya sesuai dengan asas Self
Assessment. Akan tetapi bila dicermati lebih
lanjut maka wajib pajak diminta untuk sangat
berhati-hati dalam hal ingin mengajukan
permohonan—permohonan  semacam ini.
Alasannya, apabila terdapat perbedaan dalam
penghitungan maka yang digunakan adalah
perhitungan dari kantor pajak, bukan dari
perhitungan wajib pajak. Apabila terjadi
selisih dan hasil perhitungan wajib pajak
lebih rendah dari hasil perhitungan Dirjen
Pajak, maka wajib pajak harus ekstra hati-
hati  untuk  mengajukan  permohonan
pengembalian kelebihan pajak. Bila Dirjen
Pajak tetap bersikukuh dengan
penghitungannya, maka wajib pajak hanya
akan mendapat sanksi berupa denda 100%
dari kekurangannya. Ketentuan ini jelas akan
mengakibatkan ketakutan bagi masyarakat
untuk mengajukan permohonan ini, yang
sebenarnya adalah hak masyarakat dalam
kehidupan demokrasi ini. Sanksi yang terlalu
tinggi akan  mengakibatkan  trauma.
Bukankah sudah ada waktu yang cukup bagi
Dirjen Pajak dan jajarannya untuk
melakukan pemeriksaan sebelum
menerbitkan SK Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak?
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Ketakutan ini akan semakin besar
apabila  mereka/wajib  pajak  “berani”
mengajukan keberatan atau banding. Sesuai
dengan Pasal 25 maka wajib pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen
Pajak atas beberapa surat Kketetapan,
walaupun harus membayar lunas lebih dulu
jumlah pajak yang masih harus dibayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan (Pasal 25 ayat (3)). Akan tetapi
apabila keberatan ini ditolak atau diterima
sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi
sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak
yang telah dibayar sebelum keberatan. Lebih
berat lagi bila mengajukan Banding.
Dendanya bisa mencapai 100% dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan  banding
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum keberatan (Pasal 27 ayat 5d)). Siapa
berani?

Superioritas Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 21 ayat(1l) disebutkan bahwa
Negara mempunyai hak mendahulu untuk
utang pajak atas barang-barang milik
penanggung pajak.

Dalam Hukum Bisnis dikenal adanya
kreditur konkurent dan kreditur preferent.
Kreditur konkurent adalah kreditur biasa
yang tidak memegang hak jaminan apapun
dari debiturnya. Kreditur konkurent ini hak
pelunasannya diakhirkan, menunggu kreditur
lain yang lebih tinggi kedudukannya.
Sedangkan kreditur preferent adalah kreditur
yang memegang hak jaminan tertentu dari
debiturnya. Kedudukan kreditur ini lebih
tinggi dari yang pertama disebut. Kreditur ini
mempunyai hak pelunasan lebih dahulu
dibandingkan kreditur lain dalam hal ini
kreditur konkurent. Berdasarkan hal ini maka
bank dalam memberikan kreditnya kepada
masyarakat lebih cenderung menggunakan
agunan (biasanya Hak Tanggungan), agar
kedudukannya  kuat.  Apabila  debitur
wanprestasi maka bank dapat melakukan
penjualan lelang ataupun dibawah tangan,
sehingga terhindar dari kerugian.
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Dalam hal debitur masih mempunyai
utang pajak maka berdasarkan Pasal 21 ini
pihak bank tidak boleh langsung mengambil
haknya. Harus pertama kali dibayarkan
kepada Negara untuk utang pajak dari
debitur. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21
ayat (3a) bahwa apabila wajib pajak
dinyatakan pailit, bubar atau likuidasi, maka
kurator atau likuidator ini  dilarang
membagikan harta wajib pajak yang
bersangkutan kepada pemegang saham atau
kreditur lainnya, sebelum menggunakan
harta tersebut untuk membayar utang
pajaknya.

Bukti superioritas juga dapat dilihat
di dalam Pasal 35A. Dijelaskan di dalam ayat
(1) bahwa setiap instansi pemerintah,
lembaga, asosiasi dan pihak lain (berarti juga
termasuk bank) wajib memberikan data dan
informasi yang berkaitan dengan perpajakan
kepada Dirjen Pajak. Bila kurang mencukupi
maka Dirjen Pajak dapat mengimpun data
dan informasi dari pihak manapun untuk
kepentingan penerimaan  Negara. Jadi
pendeknya semua lembaga, institusi baik
milik Negara maupun swasta harus tunduk
kepada Direktorat Jenderal Pajak, dalam
rangka penerapan perpajakan.

Daluwarsa 5 (lima) tahun yang disimpangi
sendiri oleh ketentuan ini.

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa hak
untuk melakukan penagihan pajak daluwarsa
setelah melampaui 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan surat ketetapan. Akan tetapi di
dalam ayat (2) disebutkan bahwa daluwarsa
tersebut tidak berlaku atau tertangguh bila :

e Diterbitkan Surat Paksa

e Ada pengakuan utang dari wajib pajak

e Diterbitkan SKPKB (Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar) atau SKPKBT
(Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan)

e Dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan.

Dalam Hukum Bisnis. Daluwarsa ada
dua macam. Daluwarsa meniadakan
kewajiban dan daluwarsa memperoleh hak.
Menurut penulis, dalam kasus ini daluwarsa
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bisa diartikan ke dalam daluwarsa
meniadakan kewajiban. Daluwarsa
meniadakan kewajiban, berarti wajib pajak
sudah tidak mempunyai kewajiban untuk
membayar sisa utang pajaknya (bila ada)
apabila telah melewati lima tahun. Jadi
dianggap lunas. Hal ini tersirat dari
penjelasan Pasal 22 ayat (1) bahwa saat
daluwarsa penagihan pajak ini  perlu
ditetapkan untuk memberi kepastian hukum
kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.
Jadi tidak ada lagi kewajiban untuk
membayar. Hal ini memang menuntut
profesionalisme  dari  fiscus  sekaligus
menjamin adanya kepastian hukum.

Pasal 22 ayat (2) justru menyimpangi
sendiri ketentuan tentang daluwarsa ini,
sehingga kepastian hukumnya menjadi “abu-
abu”. Untuk wajib pajak tertentu dapat saja
sebelum masa daluwarsa berakhir, dilakukan
penyidikan apakah ada tindak pidana
perpajakan atau tidak, sehingga secara
otomatis daluwarsanya tertangguh.

Masalah lain adalah dengan adanya
penyidikan ada/tidaknya tindak pidana
perpajakan ini, daluwarsa menjadi tertangguh
sampai kapan? Dalam penjelasan disebutkan
terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan,
daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak
tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi,
misalkan surat perintah tersebut diterbitkan
pada tahun ke-empat (jadi 1 tahun sebelum
daluwarsa) maka daluwarsa lima tahun
dihitung dari tahun ke-empat itu. Seharusnya
apabila ada penyidikan dan ternyata dari
hasil penyidikan tersebut tidak ada tindak
pidana perpajakan, maka daluwarsa dihitung
dari sisa jangka waktu daluwarsa, misalkan
bila dalam contoh di atas tinggal satu tahun
lagi maka muncul daluwarsa Tidak perlu
dimulai dari awal lagi. Dalam teori Hukum
Bisnis, jangka waktu penuh tidak terputus
oleh gugatan atau penyidikan hanya bisa
digunakan untuk daluwarsa memperoleh hak.
Untuk memperoleh hak memang harus hati-
hati jangan sampai dengan didapatkannya
hak karena daluwarsa ini malah akan
merugikan pemegang hak yang
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sesungguhnya, sehingga setelah ada gugatan
atau penyidikan, daluwarsa dihitung mulai
dari awal lagi.

Tidak mengenal lembaga Kasasi.

Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa
wajib pajak dapat mengajukan permohonan
banding hanya kepada Badan Peradilan
Pajak. Di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa
putusan Badan Peradilan Pajak ini
merupakan putusan pengadilan khusus di
lingkungan PTUN.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak
ini mempunyai lembaga penyelesaiannya
sendiri untuk menyelesaikan kasus yang
terjadi di bidang perpajakan. Untuk tahap
pertama, ada keberatan, yang harus diajukan
kepada Dirjen Pajak. Apabila masyarakat
tidak puas dengan keputusan ini, maka dapat
mengajukan banding ke lembaga Kkhusus
yaitu Badan Peradilan Pajak.

Ada dua pertanyaan terhadap hal
diatas. Pertanyaan pertama adalah : siapakah
hakim di belakang Badan Peradilan Pajak?
Di dalam ketentuan lama, terdapat lembaga
yang disebut BPSP (Badan Peradilan
Sengketa Pajak) yang bersifat final, khusus,
mandiri dan istimewa. Lembaga ini menuai
banyak keberatan, karena hakim yang
ditunjuk adalah terdiri dari orang-orang dari
Departemen Keuangan cq direktorat pajak.
Permasalahannya adalah apakah mereka
mampu bersikap obyektif? Mengingat yang
disengketakan adalah masalah pajak, jadi
antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak.
Setelah BPSP ini menjadi Badan Peradilan
Pajak, yang merupakan pengadilan Khusus
dilingkungan PTUN, maka yang duduk
menjadi hakim seharusnya adalah hakim
PTUN, sehingga lebih obyektif. Apabila
hakim yang ditunjuk masih tetap seperti yang
ditunjuk dalam BPSP, jelas perlu ada
pembenahan.

Pertanyaan kedua adalah apabila
Badan Peradilan Pajak sudah masuk ke
dalam lingkungan PTUN, apakah boleh
mengajukan Kasasi? Sebagaimana juga
diketahui, di dalam PTUN apabila para pihak
tidak puas dengan keputusan hakim, maka
dapat mengajukan banding ke Pengadilan
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Tinggi Tata Usaha Negara dan apabila tetap
tidak puas maka dapat mengajukan Kasasi ke
MA dan tentunya PK. Apabila Badan
Peradilan Pajak masuk dalam lingkungan
PTUN tentunya harus juga memberikan
peluang bagi para pihak yang berselisih
untuk mengajukan Kasasi ke MA. Dalam UU
No 28 Tahun 2007 tentang KUP ini sama
sekali tidak disinggung adanya Kasasi.
Runtutannya mulai dari pengajuan keberatan
Ke Dirjen Pajak, kemudian Banding ke
Badan Peradilan Pajak dan terakhir adalah
PK yang notabene tidak terkait langsung
dengan pokok persoalan. Akan lebih adil
apabila ada peluang Kasasi bagi wajib pajak
yang menghendaki, dalam kaitannya dengan
sengketa pajak.

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka uji
kepatuhan dan kewajiban kerahasiaan
ditiadakan (Pasal 29 dan Pasal 35)

Hanya dalam rangka menguji
kepatuhan saja, maka Dirjen Pajak dapat
melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini
dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan
kantor) maupun di tempat wajib pajak
(pemeriksaan lapangan). Pemeriksaan ini
juga dapat meliputi semua yang berkaitan
dengan pajak seperti memeriksa dan
menelusuri kebenaran SPT, pembukuan
termasuk “mengunduh” semua data EDP dari
catatan, dokumen dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha dan sebagainya
sebagaimana disebut di dalam penjelasan
Pasal 29 ayat (1) dan (3). Pemeriksaan juga
meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan
lainnya dibandingkan dengan keadaan atau
kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak.
Dalam rangka itu semua maka wajib pajak
harus memberikan kesempatan bagi petugas
pajak untuk memasuki tempat, ruang bila
perlu melakukan penyegelan (Pasal 30).

Kemudian, di dalam Pasal 29 ayat (4)
ditandaskan bahwa  apabila  dalam
mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau
dokumen-dokumen yang diminta, wajib
pajak terikat kewajiban merahasiakan, maka
kewajiban kerahasiaan itu ditiadakan. Hal ini
juga berlaku bagi pihak lain yang terkait
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dengan wajib pajak, seperti yang dituntut
oleh Pasal 35. Di dalam Pasal 35 dijelaskan
bahwa bila dalam rangka menjalankan
ketentuan  perpajakan  ini  diperlukan
keterangan atau bukti dari bank, akuntan
publik, notaris, konsultan pajak, kantor
administrasi dan pihak ketiga lain maka atas
permintaan tertulis dari Dirjen Pajak maka
pihak—pihak tersebut harus memberikan
keterangan atau bukti yang diminta. Apabila
pihak—-pihak  tersebut  terkait  dengan
kerahasiaan maka kerahasiaan tersebut
ditiadakan. Khusus bank maka kewajiban
kerahasiaan ditiadakan atas permintaan
tertulis dari Menteri Keuangan. Di dalam
siaran pers Biro Humas Departemen
Keuangan No 07/hms/2008 tanggal 22
Januari 2008 tentang Peraturan Menteri
Keuangan No 201/pmk/03-2007 tentang tata
cara permintaan keterangan atau bukti dari
pihak  yang terikat oleh  ketentuan
merahasiakan, dijelaskan bahwa menurut
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan
No 201 ini, dalam hal pihak- pihak terikat
kewajiban merahasiakan, untuk keperluan
pemeriksaan, penyidikan tindak pidana di
bidang  perpajakan, maka  kewajiban
merahasiakan  tersebut ditiadakan atas
permintaan secara tertulis dari Dirjen Pajak/
Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank
Indonesia, dalam hal keterangan/bukti yang
diminta terikat kerahasiaan sebagaimana
yang ada dalam Undang-undang Perbankan.

Dari penjelasan diatas maka jelas
pihak fiskus dapat melakukan “apa saja”
dalam rangka mendapatkan data atau
informasi untuk menguji apakah wajib pajak
sudah patuh atau belum terhadap ketentuan-
ketentuan perpajakan juga untuk tujuan-
tujuan lain seperti yang di harapkan oleh
Pasal 29 ayat (1).

Semua keleluasaan ini diberikan oleh
Negara tentu dalam rangka penerimaan
Negara, akan tetapi terasa berlebihan sampai
melampaui batas-batas privat dan ketentuan
lain seperti UU Perbankan. Sebenarnya sah-
sah saja kewajiban kerahasiaan ini
ditiadakan, = akan  tetapi  seharusnya
pemeriksaan ini baru dilakukan apabila
sudah cukup bukti atau setidaknya sudah ada
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bukti permulaan bahwa ada tindak pidana
perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak
yang  bersangkutan,  sehingga  untuk
memperkuat  bukti  dapat  dilakukan
pemeriksaan melalui rekening bank atau
pihak ketiga lain, tidak hanya dalam rangka
menguji kepatuhan. Jadi sebagai sarana akhir
untuk memperkuat bukti. Hal ini dilakukan
agar bank masih bisa dipercaya oleh
masyarakat untuk menyimpan uang atau
transaksi lainnya, sehingga tidak terjadi
“capital flight”.

Pemerasan, ancaman memang dilarang.
Bila kerjasama saling menguntungkan?
(Pasal 36A (3))

Pasal 36A ini memang pasal yang
memberikan upaya perlindungan bagi
masyarakat/wajib pajak agar tidak ada
pemerasan oleh oknum petugas pajak. Akan
tetapi masih menyisakan sedikit kendala.
Dalam ayat (3) ini ditandaskan bahwa
pegawai pajak yang dalam melakukan
tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan
ancaman kepada wajib pajak diancam
dengan pidana sesuai dengan Pasal 368
KUHP. Atau memaksa sesorang untuk
memberikan sesuatu, untuk membayar atau
menerima pembayaran diancam pidana
dengan tuduhan korupsi. Bagaimana halnya
dengan pegawai pajak diluar tugas? Sering
terjadi di masyarakat bawah (pelaku usaha
kecil-menengah) oknum pegawai pajak ini
masuk keluar industri-industri kecil yang
kemudian terjadi dialog yang pada akhirnya
terjadi pemerasan atau ancaman. Apakah
oknum ini akan terkena sanksi yang sama,
mengingat oknum ini tidak dalam rangka
melakukan  tugasnya. Jadi  sebaiknya
ketentuan ini ditambah baik dalam rangka
melaksanakan tugas ataupun diluar tugas
kedinasan.

Kemudian, apabila yang terjadi
adalah  saling  menguntungkan  atau
menggunakan bahasa awam “kongkalikong”
atau “tahu sama tahu”. Apakah ini juga
dianggap melanggar ketentuan? Memang di
dalam Pasal 36A ayat (1) jelas dinyatakan
bahwa pegawai pajak yang karena
kelalaiannya atau dengan sengaja
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menghitung atau menetapkan pajak tidak
sesuai dengan Kketentuan undang-undang
perpajakan akan dikenai sanksi. Akan tetapi
penyimpangan masih bisa dilakukan yaitu
dengan cara menutup kesalahan wajib pajak
dengan satu alasan masih memberikan
“kesempatan” bagi wajib pajak untuk
berkembang dan memperbaiki diri, tentu
dengan sedikit imbalan. Perbuatan ini
dilakukan semata-mata karena ada “iktikad
baik” dari oknum yang bersangkutan. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 36A (5) pegawai
pajak tidak dapat dituntut bila dalam
tugasnya didasarkan iktikad baik.
Pembuktian di Pengadilan adalah bukti
materiil, iktikad baik sulit pembuktiannya.
Cara lain adalah dengan menyatakan karena
kealpaan bukan karena kesengajaan atau baru
pertama kali melakukan. Paling tidak
sanksinya lebih ringan.

Penghentian Penyidikan (Pasal 44B)

Dalam ketentuan ini dijelaskan
bahwa untuk kepentingan penerimaan
Negara atas permintaan Menteri Keuangan,
Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan (asal
belum masuk ke pengadilan). Syaratnya
bayar lunas dan denda 4 (empat) kali jumlah
pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau
yang tidak seharusnya dikembalikan.

Penulis beranggapan bahwa
ketentuan ini merupakan “sogokan yang
dilegalkan” atau  bahkan  pemerasan.
Dikatakan pemerasan karena apabila tidak
dilunasi maka wajib pajak yang bersangkutan
akan dipidana. Bagi wajib pajak yang
kemampuan finansialnya pas-pasan, tentu
tidak berani menerima opsi ini. Lain halnya
dengan wajib pajak yang “berkelas”. Mereka
bisa saja melakukan upaya penyelundupan
pajak atau tindak pidana perpajakan lain,
apabila kemudian terbukti bersalah maka
cepat-cepat melakukan “suap” kepada
Negara dengan membayar empat kali lipat,
asal tidak dipidana. Ketentuan ini sebaiknya
ditinjau  kembali. Negara  memang
membutuhkan dana yang tidak sedikit dan
pajak merupakan cara untuk mendapatkan
dana tersebut, akan tetapi tentu harus dengan
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cara-cara yang patut. Ketentuan ini dapat
disalahgunakan oleh orang-orang (wajib
pajak) yang tidak bertanggung-jawab sebagai
upaya terakhir menghindari tuntutan pidana
dan sekaligus sebagai upaya Fiskus untuk
“memeras” wajib pajak agar memilih satu
dari dua opsi yang ada: bayar empat kali atau
pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang
dikemukakan terdahulu dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Pemerintah telah mengesahkan UU No
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, yang berlaku
mulai 1 Januari 2008.

2. Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang baru ini banyak
mengalami perubahan-perubahan
mendasar, diantaranya adalah perubahan
masa daluwarsa menjadi 5 (lima) tahun,
dimasukkannya Badan Peradilan Pajak
ke dalam peradilan khusus di lingkungan
PTUN dan adanya ketentuan tentang
tindak pidana korupsi, yang kesemuanya
menuntut profesionalisme aparat pajak.

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan ini terdapat beberapa kendala,
yang harus segera diantisipasi agar tidak
menimbulkan masalah.

4. Beberapa kendala yang sangat krusial
diantaranya adalah :

a. Denda yang tinggi apabila wajib
pajak mengajukan keberatan atau
banding dan terhadap dua hal ini
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sudah ada keputusan ditolak atau
diterima sebagian.

b. Tidak mengenal lembaga Kasasi,
padahal sudah masuk ke dalam
lingkungan PTUN

c. Dapat diberikan  penghentian
penyidikan tindak pidana asalkan
membayar denda sebesar 4
(empat) kali jumlah pajak yang
tidak / kurang dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandy, Perpajakan edisi 2, Salemba
Empat, Jakarta, 2006.

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang,
Jakarta, 2006.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No 201/pmk/03-
2007 tentang tata cara permintaan
keterangan atau bukti dari pihak yang
terikat oleh ketentuan merahasiakan.

Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No VI
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana
Telah Diubah Terakhir dengan UU No 28
Tahun 2007 Undang-Undang KUP,
Departemen Keuangan RI DirJen Pajak
KanWil Jawa Tengah I, 2007



